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PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka penulis

dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penetapan tersangka oleh kepolisian didasarkan bukti permulaan
yang cukup yaitu laporan dan minimal 2(dua) alat bukti guna
dilakukan gelar perkara untuk memantapkan ditetapkannya
seseorang sebagai tersangka tindak pidana pembunuhanAdapun
kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam menentukan
tersangka adalah dikarenakan belum ditemukan saksi yang
berhubungan langsung dengan tindak pidana atau saksi tidak
mengetahui secara langsung tentang tindak pidana yang terjadi,
tersangka belum diketahui identitasnya atau terganggu
kesehatannya atau memiliki jabatan tertentu, tersangka
dilindungi kelompok tertentu atau bagian dari pelaku kejahatan
terorganisir, barang Bukti yang berhubungan langsung dengan
perkara sulit didapat, diperlukan keterangan ahli yang dapat
mendukung pengungkapan perkara, dibutuhkan peralatan
khusus dalam penanganan perkaranya dan tindak pidana yang

dilakukan terjadi di beberapa tempat.
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B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka perlu dipertimbangkan
beberaapa saran, yaitu :

1. Bahwa penyidik ditingkat kepolisian dalam melakukan proses
penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara profesional,
proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan
wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi
menjadikan seseorang menjadi tersangka dan tetap berpegang
pada hukum.

2. Bahwa kepolisian dalam melakukan penyidikan dan penyidikan
harus didukung oleh personil yang mumpuni, dana operasional
yang memadai, sarana dan pra sarana yang memadai, dan
dukungan serta kerjasama dengan pihak terkait untuk
mengungkap tindak pidana pembunuhan sehingga kurangnya
bukti dan petunjuk serta yang lainnya tidak menjadi kendala yang

sulit lagi untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan.
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PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT DAERAH
Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/v/61/11/2015
Membaca Surat  : WAKIL DEKAN | FAKULTAS HUKUM Nomor : 850/V
Tanggal : 3 NOVEMBER 2015 Perihal : IJIN PENELITIAN/RISET

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan

Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegitan Penelitian dan Pengembangan di
Indonesia;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan
Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah: »

3. Peraturan Gubemur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Orgamsasn di
Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi
Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:
Nama : COSDINOHARTO SITINDAON NIP/NIM : 10483
Alamat  :FAKULTAS HUKUM, ILMU HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Judul :PENENTUAN TERSANGKA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP UNTUK
MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
Lokasi  :POLDA DIY
Waktu :4 NOVEMBER 2015 s/d 4 FEBRUARI 2016

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin surveilpenelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY
kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud,;

2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubemnur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda
DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah
disahkan dan dibubuhi cap institusi;

3. ljin ini hanya dipergunakan untuk keperluan iimiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;

4. ljin penelitian dapat diperpanjarg maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan
perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;

5. ljin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal 4 NOVEMBER 2015
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Tembusan :
1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. POLDA DIY

3. WAKIL DEKAN | FAKULTAS HUKUM, UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
4. YANG BERSANGKUTAN

Notice: Undefined variable: rsmstembusan in /var/www/html/izin/application/modules/pzn/controllers/IzinController.php on line 180



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM

SURAT KETERANGAN
NOMOR : SKET/ 52 [XI/2015/Ditreskrimum

Kepala Kepolisian D.l. Yogyakarta menerangkan bahwa :

1. Nama : COSDINOHARTO SITINDOAN
2. NIM : 100510483

3. Jurusan/ Fakultas : ILMU HUKUM / HUKUM
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Akademi / Universitas  : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
5. Semester

Telah selesai mengadakan penelitian dan pengumpulan data dengan cara Observasi,
Wawancara dan pengambilan dokumentasi sebagai bahan penelitian yang berjudul :

“PENENTUAN TERSANGKA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN YANG
CUKUP UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN *

Demikian untuk menjadikan maklum dan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 November 2015
z R SERSE KRIMINAL UMUM
A

@ G RENMIN
£, 2
{}) DIREKT
) ‘ \ M i IOLA, A\Md
N RP. 75030733

ESERSE




